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ABSTRAK 

Afanny Dhea Arum Sastrawati, NIM. S2118128 Kualitas Pelayanan 

Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tolitoli.  
Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 

Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2020. Dibimbing oleh : Pembimbing 1 Ibu 

Darmawaty Abd Razak dan Pembimbing 2 Ibu Sandi Prahara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan pendekatan 

penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidak nyamanan pegawai dalam 

melangsungkan pelayanan yakni merasa tidak nyaman terkait dengan pendingin 

ruangan yang tidak terlalu berfungsi atau kurang dingin. Selanjutnya masyarakat jg 

merasa tidak nyaman karena biasanya jika masyarakat terkadang banyak untuk 

dilayani maka ruangan terasa penuh dan panas. Itu berimbas kepada pegawai yang 

sedang melangsungkan proses pelayanan publik. 

proses pelayanan terkendala terkait dengan gangguan jaringan yang 

seringkali terjadi. Kemudian kehabisan blangko dengan demikian proses pelayanan 

terkendala. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kualitas pelayanan public adalah factor penting dalam pelayanan kepada 

masyarakat. Pelayanan yang baik disertai dengan kinerja pelayanan yang baik 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.  Kualitas 

pelayanan public yang sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dalam 

menerima pelayanan adalah masalah yang harus mendapat perhatian serius.   

Kualitas pelayanan public adalah cara memenuhi pelayanan yang 

berbentuk jasa yang diharapkan masyarakat puas dalam pelayanan yang diberikan 

secara cepat dan tepat. Sebagaimana pendapat Moenir (2006 : 204) tentang 

pelayanan yang berkualitas bahwa “layanan yang cepat, tidak mengandung 

kesalahan, mengikuti proses yang menyenangkan mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan”. 

Dimensi kualitas yang harus diperhatikan antara lain dimensi tangible 

dimana petugas yang melakukan pelayanan dalam berkomunikasi dengan 

pengguna layanan memiliki penampilan yang menarik dengan cara penyampaian 

informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna layanan , dengan 

demikian tidak menimbulkan kesalahan dalam mengikuti prosedur pelayanan 

yang harus diikuti pengguna layanan. Selain itu kenyamanan tempat pelayanan 

dapat menimbulkan rasa nyaman bagi pengguna layanan, kemudahan untuk 
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mencapai lokasi pelayanan serta sarana dan prasara dipastikan memadai untuk 

digunakan. 

Selanjutnya dimensi pelayanan yang harus diperhatikan adalah dimensi 

reability, dimana kecermatan dan ketelitian pegawai merupakan hal penting agar 

dalam melakukan pelayanan tidak terdapat kesalahan, standar pelayanan yang 

digunakan harus sesuai dengan standard operasional prosedur yang telah 

ditetapkan . Kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu 

pelayanan sangat menentukan kehandalan dalam melakukan pelayanan kepada 

pengguna layanan. 

Dimensi pelayanan selanjutnya adalah responsiviness, tanggapan yang 

diberikan yang diberikan petugas bisa membuat perasaan senang dan merasa 

dihargai kepada pengguna layanan. Pelayanan yang cepat dan merespon keluhan 

pelanggan dapat menghindari timbulnya ketidak puasan pengguna layanan 

terhadap pelayanan yang diberikan. 

Dimensi pelayanan berikutnya adalah assurance , pada dimensi ini 

pengguna layanan dipastikan mendapat jaminan pelayanan tepat waktu serta 

kepastian biaya dalam pelayanan. 

Dimensi pelayanan terakhir adalah emphaty, pada dimensi ini petugas 

dituntut untuk mendahulukan kepentingan pengguna layanan, disertai dengan 

pelayanan yang ramah dan tidak membeda-bedakan pengguna layanan, yang tidak 

bisa dilupakan adalah sikap menghargai kepada pengguna layanan. 
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Menurut observasi peneliti Bahwa kualitas Pelayanan Publik Di kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil seperti yang dilihat secara langsung 

oleh peneliti bahwa penerapan kualitas Pelayanan Publik masih kurang 

diterapkandalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti ketidak pastian 

pelayanan, disini terkadang pelayanan yang dilakukan terkendala misalnya 

kurangnya blangko, dan gangguan jaringan.Melihat kurangnya pelayanan publik, 

kajian kualitas pelayanan publik sangat diperlukan dalam mewujudkan pelayanan 

publik yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. Dari uraian diatas penulis 

sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “KualitasPelayanan Publik 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tolitoli”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yaitu 

bagaimana kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tolitoli 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tolitoli. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis: 
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1. Untuk mendapatkan pengetahuan, baik secara teeori maupun praktek, 

serta dapat menjadi pengalaman bagi penulis dalam melakukan 

peneliti 

2. Untuk menambah khasanah bacaan sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi peneliti berikutnya. 

b. Manfaat praktis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja 

khususnya mengenai kualitas pelayanan dan kompetensi pegawai, serta 

sebagai bentuk tanggung jawab akademik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Konsep pelayanan 

Menurut Keban (2001: 30) “Yang dimaksud denga pelayanan publik yaitu 

suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh Pemerintah 

dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung 

maupun kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan 

intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar”.  

Menurut Moenir (2006) “Yang dimaksud Pelayanan publik yaitu kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi 

kepentinganorang lain sesuai dengan haknya”.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan public adalah 

pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan yang berupa pelayanan yang 

berupa jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan public. 

Selanjutnya menurut Moenir (2006), pelayanan publik harus mengandung 

unsur-unsur dasar sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan 

diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak; 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan 
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ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh 

pada efisiensi dan efektivitas; 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa 

harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 

memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 

Berkaitan dengan  layanan publik  yang profesional  sesuai dengan 

tuntutan masyarakat, menurut Thoha (Widodo, 2001) Pelayanan publik yang 

profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan   

responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai 

berikut: 

1. Efektif,   lebih   mengutamakan  pada  pencapaian  apa  yang   menjadi tujuan 

dan sasaran; 

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan   

secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah  

dilaksanakan  oleh   masyarakat yang meminta pelayanan; 

3. Kejelasan dan kepastian (transparan) mengandung akan arti adanya kejelasan 

dan kepastian mengenai: 

1. Prosedur/tata cara pelayanan 

2. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif 



 
 

7 
 

3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan 

4. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya. Jadwal 

waktu penyelesaian pelayanan 

4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan satuan 

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian,  

rincian  waktu/tarif  serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan. 

2.1.2 Konsep Kualitas Pelayanan  

Menurut Fandy Tjiptono (2007:4) “Yang dimaksud dengan kualitas 

pelayanan yaitu suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan, sehingga kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 

konsumen”.  

Menurut Moenir (2006:204) “Yang dimaksud dengan pelayana yang 

berkualitas yaitu pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung 

kesalahan, mengikuti proses dan menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, 

mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu.” 

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan mengenai kualitas 

pelayanan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan publikmerupakan 

usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, 

manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan 

konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi 
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harapan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan secara 

umum harus memenuhi harapan-harapan pelanggan dan memuaskan kebutuhan 

mereka. Namun, demikian meskipun definisi ini berorientasi pada konsumen, 

tidak berarti bahwa dalam menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa harus 

menuruti semua keinginan konsumen. 

Dimensi Kualitas Pelayanan PublikSetiap pelayanan akan menghasilkan 

beragam penilaianyang datangnya dari pihak yang dilayani atau pengguna 

layanan. Pelayanan yang baik tentunya akan memberikan penilaian yang baik pula 

dari para pelanggan, tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak memberikan 

kepuasan, misalnya terkait jangka waktu pelayanan yang tidak tepat waktu maka 

akan menimbulkan kekecewaan pelanggan dan bisa memperburuk citra instansi 

pemberi layanan. Van Looy dalam Hardiyansyah (2011:48), suatu model dimensi 

kualitas jasa idealnya baru memenuhi syarat, apabila :a.Dimensi harus bersifat 

satuan yang komperehensif, artinya dijelaskan secara menyeluruh mengenai 

persepsi dimensi kualitas yang diusulkan.b.Model juga harus bersifat universal, 

artinya dimensi harus bersifat umum dan valid untuk berbagai spektrum bidang 

jasa. c. Dimensi dalam model yang diajukan harus bersifat bebas. d.Sebaiknya 

jumlah dimensi dibatasi. Dengan demikian, untuk dapat menilai sejauh mana 

mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur Pemerintah, memang tidak bisa 

dihindari, bahwa menjadi tolak ukur kualitas pelayanan dapat ditelaah dari kriteria 

dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. 

Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah (2011:46-47) kualitas pelayanan 

dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu :Tangible (berwujud), Reability (kehandalan), 
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Responsiviness (ketanggapan), Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati). Masing-

masing dimensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Dimensi Tangible (berwujud), terdiri atas indikator : 

1. Penampilan petugas dalam melayani pengguna layanan.Penampilan 

adalah suatu bentuk citra diri yang terpancar pada diri seseorang dan 

merupakan sarana komunikasi diri dengan orang lain. Berpenampilan 

menarik adalah salah satu kunci sukses dalam bekerja, terutama bidang 

pekerjaan yang sering berhubungan dengan orang banyak. Contohnya 

memiliki inner beauty yang baik, self control terkendali, memperhatikan 

ekspresi, body language, cara berbicara, menjaga kesehatan tubuh, 

berpakaian sesuai ketentuan, bersih dan rapi. 

2. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan. Kenyamanan yaitu 

lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman dengan menggunakan pendingin ruangan agar pengguna layanan 

nyaman dalam melakukan pelayanan, bersih, rapi, lingkungan yang indah 

dan sehat serta dillengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.  

3. Kemudahan dalam proses pelayanan. Kemudahan proses pelayanan yaitu 

kemudahan pengguna layanan dalam mengurus keperluannya di kantor 

pelayanan, kemudian kemudahan tempat dan lokasi serta sarana dan 

prasarana dan pendukung lainnya yang memadai. 

4. Kedisiplinan pegawai dalam melayani pengguna layanan. Kedisiplinan 

yaitu dimana pegawai pelayanan disiplin dalammelayani pengguna 
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layanan seperti mengerjakan keperluan pengguna layanan dengan tepat 

waktu dan tidak membuat pengguna layanan menunggu terlalu lama. 

5. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. Penggunaan alat bantu dalam 

proses pelayanan sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pelayanan. 

Alat bantu yang dimaksud adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

pelayanan seperti komputer. 

b. Dimensi Reability (Kehandalan), terdiri atas indikator : 

1. Kecermatan pegawai dalam melayani pengguna layanan. Kecermatan atau 

ketelitian pegawai sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

melayani pengguna layanan. 

2. Memiliki Standar pelayanan yang jelas. Dalam melakukan pelayanan 

publik, penyedia layanan harus mempunyai standar pelayanan publik 

yang jelas meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya 

pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana, dan kompetensi petugas 

pelayanan. 

3. Kemampuan menggunakan alat bantu pelayanan. Kemampuan pegawai 

pelayanan dalam menggunakan alat bantu yang tersedia sangat 

dibutuhkan agar memudahkan pengguna layanan dalam melakukan proses 

pelayanan. 

4. Keahlian petugas menggunakan alat bantu pelayanan. Keahlian berarti 

sudah lebih mampu dalam menguasai. Keahlian merupakan sesuatu yang 

harus dimiliki pegawai dalam proses pelayanan agar pelayanan berjalan 

dengan lancar. 
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c. Dimensi Responsiviness (Respon/Ketanggapan), terdiri atas: 

1. Merespon setiap pelanggan. Merespon berarti tanggap. Sikap respon ini 

dibutuhkan agar pengguna layanan merasa senang dan merasa dihargai 

ketika pegawai layanan dapat memberikan sikap respon kepada pengguna 

layanan. 

2. Pelayanan dengan cepat dan tepat. Pengguna layanan akan merasa senang 

ketika pengguna layanan mengerjakan keperluan pengguna layanan 

dengan cepat dan tepat. Tepat di sini dapat diartikan pegawai memberikan 

layanan sesuai dengan keperluan pengguna layanan. 

3. Pegawai melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat.Jika pekerjaan 

dilakukan dan dikerjakan dengan tepat waktu maka tidak akan membuat 

pengguna layanan menunggu terlalu lama. Waktu yang tepat di sini dapat 

diartikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang sudah dibuat oleh 

masing-masing penyedia layanan. 

4. Respon keluhan pelanggan. Setiap penyedia layanan publik wajib untuk 

merespon dan menanggapi keluhan pelanggan. Biasanya keluhan terjadi 

jika pegawai layanan tidak melaksanakan proses pelayanan dengan baik. 

d. Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator : 

1. Jaminan Tepat waktu pelayanan. Jaminan tepat waktu sangat diperlukan 

oleh pengguna layanan agar pengguna layanan merasa yakin dengan 

waktu yang diberikan oleh penyedia layanan. 
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2. Jaminan Kepastian biaya dalam pelayanan. Jaminan kepastian biaya 

biasanya ada pada standar pelayanan publik masing-masing penyedia 

pelayanan. 

e. Dimensi Emphaty (Empati), terdiri atas indikator : 

1. Mendahulukan kepentingan pengguna layanan. Pengguna layanan 

merupakan prioritas dalamproses pelayanan. Sebagai pegawai pelayanan 

sebaiknya mendahulukan kepentingan pengguna layanan dari pada 

kepentingan yang bersifat pribadi. 

2. Melayani dengan sikap ramah dan sopan santun. Keramahan dan 

kesopanan pegawai sangat diperlukan dalam proses pelayanan agar 

pengguna layanan merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh 

penyedia layanan khususnya pegawai pelayanan. Pengguna layanan akan 

merasa sangat dihargai ketika pegawai pelayanan bersikap ramah dan 

sopan santun. 

3. Tidak diskriminasi. Dalam melayani pengguna layanan, pegawai tidak 

boleh membeda-bedakan pengguna layanan yang akan mengurus 

keperluannya di kantor pelayanan. Semua harus dilayani sesuai dengan 

nomor antrian yang disediakan. 

4. Melayani dan menghargai setiap pelanggan. Sikap menghargai dalam 

melayani hampir sama dengan sikap sopan santun. Sikap menghargai 

dapat dilakukan dengan menyapa serta tersenyum dengan pengguna 

layanan, menanyakan keperluan pengguna layanan, memberikan 
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penjelasan yang berkaitan dengan keperluan pengguna layanan dan 

berusaha agar kebutuhan pengguna layanan dapat terpenuhi. 

Lima dimensi pelayanan publik tersebut diatas, menurut Zeithaml dkk 

(1990) dalam Hardiansyah (2011:47) dapat dikembangkan menjadi sepuluh 

dimensi sebagai berikut : 

a. Tangible, terdiri atas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. 

b. Realible, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

c. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab 

terhadap mutu layanan yang diberikan. 

d. Competence, tuntuan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang 

baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. 

e. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 

f. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

g. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko. 

h. Access, terhadap kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

i. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 
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j. Understanding the customer, melalukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

 Pelayanan adalah setiap yang dilaksanakan Pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik Sinambela (2008:5). 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

MENPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 

14 unsur yang “relevan”,“valid”, dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang 

harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai 

berikut : 

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan pelayanan kepada masyarakat 

dilihat dari sisi kesederhanaan pelayanan; 

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan; 

c. Kejelasan petugas pelayanan, kepastian petugas yang memberikan 

pelayanan; 

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan; 

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan tanggung jawab 

petugas dalam pelayanan; 

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan 

petugas dalam memberikan pelayanan; 
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g. Kecepatan pelayanan, yaitu pelayanan diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelayanan tidak membedakan 

status yang dilayani; 

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas yang 

harus sopan dan ramah; 

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan biaya yang ditetapkan 

oleh pelayanan; 

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian yang dibayarkan dengan 

biaya yang telah ditetapkan; 

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuan; 

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang memberikan rasa nyaman; 

Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan. 

2.2 Alur Pikir Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian serta hasil pemaparan beberapa teori 

yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka dapatdi kemukakan alur 

pikir sebagai berikut : 

Kualitas Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tolitoli Pelayanan pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan 

yang sangat luas. maka Pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan yang 
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di perlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, Namun kenyataan 

pelayanan pada saat ini yang diberikan masih kurang dari yang diharapkan oleh 

masyarakat, masih banyak beberapa masalah yang berkait kualitas pelayanan. 

Menurut observasi peneliti Bahwa kualitas Pelayanan Di kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatatan Sipil seperti yang dilihat secara langsung oleh 

peneliti bahwa penerapan kualitas Pelayanan Publik masi kurang diterapkan 

karena berbagai praktek buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti : 

pengabaian hak dan martabat warga pengguna pelayanan maksudnya pemberian 

pelayanan kepeda masyarakat tidak adil, misalnya yang mendapat pelayanan cepat 

itu orang yang berpengaruh (orang yang memiliki kerabat). Seharusnya pelayanan 

yang dilakukan harusnya adil dan mempunyai hak yang sama dalam pemberian 

pelayanan. Kemudian permasalahan berikutnya seperti ketidak pastian pelayanan, 

disini terkadang pelayanan yang dilakukan terkendala misalnya kurangnya 

blangko, dan gangguan jaringan, Dalam hal ini pemberian informasi kepada 

Masyarakat tidak diperjelas jadi dalam proses pelayanan tidak maksimal. Dengan 

demikian permasalahan pelayanan publik cukup kompleks. Melihat kurangnya 

pelayanan publik, kajian kualitas pelayanan publik sangat diperlukan dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi kesejahteraan masyarakat. 

Dalam penelitian ini penulis memilih toeri yang dikemukakan oleh 

Hardiyansyah (2011:46-47) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi untuk 

mengkaji penelitian ini, yaitu :Tangible (berwujud), Reability (kehandalan), 

Responsiviness (ketanggapan), Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati).Utuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dengan gambar alur pikir penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1: Alur Pikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil di Kabupaten Tolitoli. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa 

organisasi ini merupakan penyedia berbagai layanan administrasi kependudukan 

yang sangat mendasar dan urgent, sehingga dibutuhkan oleh setiap lapisan 

masyarakat khususnya di Kabupaten Tolitoli. Adapun lamanya penelitian ini 

harus kurang lebih 3 bulan. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini tentunya memerlukan suatu metode/jenis penelitian yang 

dapat membantu dan memudahkan penulis dalam memperoleh data yang 

diperlukan sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada. Sesuai dengan judul  

ini untuk kualitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di  

Kabupaten Tolitoli. maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif.  

3.2.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian akan berperan penting dalam memandang dan mengarahkan 

penelitian, sekaligus mempermudah penulis melakukan kajian lapangan dan untuk 

mendapatkan informasi yang terkait. Maka ada beberapa fokus kajian yang 

digunakan agar mempermudah peneliti untuk melakukan kajian lapangan dalam 
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menilai Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

di Kabupaten Tolitoli, beberapa fokus penelitian tersebut meliputi sebagai berikut: 

1. Tangible, atau berwujud yaitu bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya. 

2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan seseorang dalam memberikan 

pelayanan secara akurat. 

3. Responsiveness, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu kemampuan para pegawai untuk 

menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan. 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan mendahulukan 

kepentingan Masyarakat.  

3.2.3 Informan Penelitian 

Penentuan informan pada penelitian ini ditentukan dengan teknik 

proposive Sampling, menurut Sugiyono (2012: 85) adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai 

teknik penentuan informan secara sengaja oleh peneliti dan dianggap mengetahui 

masalah yang akan diteliti. 

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan 

paegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. 

Yang terdiri dari 6 orang informan yaitu sebagai berikut : 
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Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : 1 Orang 

Kepala Seksi Identitas Penduduk   : 1 Orang 

Staf       : 1 Orang 

Masyarakat       : 3 Orang 

Jumlah       : 6 Orang 

Adapun yang ditetapkan sebagai informan kunci dalam penelitian ini 

adalah adalah kepala dinas pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tolitoli. 

3.2.4 Sumber data 

Adapun jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini adalah data premier 

dan data sekunder. 

1. Data Premier 

Adalah data yang diperoleh dengan cara tehnik pengamatan 

langsung pada objek maupun wawancara langsung pada informan 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh melalui study pustaka yaitu mengambil 

data dari sejumlah buku, literatur, internet, dokumentasi, maupun 

perundang-undangan, dokumen yang sudah ada, dan beberapa penting 

lainnya. 
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3.2.5 Tehnik Pengumpulan data 

Menurut Sugiyono (2009 : 320), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian 

adalah  mendapatkan  data.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  agak  

berbeda dengan penelitian kuantitatif, selanjutnya Sugiyono (2012 : 15), 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai setting, 

sumber dan cara. 

Adapun teknik pengambilan dan pengumpulan data adalah sebagai               

berikut : 

1. Teknik Observasi adalah cara atau metode dalam pengumpulan data                                

secara langsung oleh peneliti. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang tampak pada objek penelitian Nawawi (2003 : 100). 

2. Teknik Wawancara (Intervieu) dipergunakan untuk memperoleh 

keterangan maupun penjelasan dari narasumber/informasi dengan jalan 

melakukan wawancara secara langung (Face To Face) dan mendalam 

untuk mendapatkan informasi yang akurat. Yin (2003 : 109),  mengatakan 

peran informasi kunci amat sangat penting dalam keberhasilan dalam             

penelitian studi kasus, sehingga diperlukan Indepth Interviewing                        

(wawancara mendalam) dituntut banyak pelacakan (Probing). 

3. Dokumentasi (Documentation) adalah cara pengumpulan data-data 

sekunder seperti data statistik, gambar-gambar, dokumentasi, peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan penelitian. 
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3.2.6 Tehnik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode kualitatif  yakni 

menjelaskan kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini, pengolahan data berfokus 

pada data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen lainnya. 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009 : 91) mengemukakan bahwa:  

“Aktivitas dalam analisis  data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/verification”. 

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2009 : 92-99). Yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpuian data yang telah ditentukan sejak awal. 

Proses pengumpulan data ini harus melibatkan sisi aktor (informan), 

aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai “alat pengumpul 

data”peneliti harus pandai-pandai mengelola waktu yang dimiliki, 

menampilkan diri, dan bergaul di tengah-tengah masyarakat yang 

dijadikan subjek Penelitiannya. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 



 
 

23 
 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Melalui penyajian data tersebut maka data teroganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah difahami. 

4. Penarikan kesimpulan 

Penaikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang yang dikemukakan tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tolitoli 

Berdirinya Kantor Catatan Sipil,Sebenarnya tidak terlepas dari sejarah 

berdirinya Kabupaten Buol Tolitoli Tahun 1959(Undang Undang No.29 Tahun 

1959),jauh sebelum dikeluarkannya Undang Undang No. 51 Tahun 1999 yang 

memisahkan antara Kebupaten Buol Dan Kabupaten Tolitoli.Hanya saja dalam 

konsep Kabupaten Buol Tolitoli Tahun 1959 yang diiringi dengan pengangkatan 

Haji Rajawali Muhammad Pasudan sebagai Bupati Buol Tolitoli yang 

pertama. Masalah pencatatan sipil sebelum terlembagakan secara khusus 

(otonom) masih begabung dengan kantor sekretariat daerah, bahkan sampai 

memasuki fase tahun 2000 setelah pemekaran Kabupaten Buol Tahun 

1999,pencatatan sipil masih bernaung di Kantor Sekretariat Daerah.Namun 

melihat perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tolitoli yang semakin pesat 

serta perlunya penanganan khusus dan serius mengenai Kependudukan,maka 

DPRD bersama pejabat daerah Kabupaten Tolitoli khususnya Bupati Tolitoli 

mengambil inisiatif mendirikan kantor catatan sipil secara otonom. 

Kantor ini semulanya hanya bagian dari sub Tata Pemerintahan.Ide tersebut 

kemudian diimplementasikan dalam Perda Kabupaten Tolitoli No. 21 Tahun 

2006,namun ide baru terealisasi secara efektif pada tahun 2007 sekaligus 
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menandai secara resmi beroperasinya  Kantor Catatan Sipil di Kabupaten 

Tolitoli. 

Kemudian dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah,diperlukan penyempuranaan 

kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang efesien dan efektif 

maka dipandang perlu menyesuaikan kembali susunan organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Tolitoli.Dengan disahkanya peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,maka dibentuklah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Tolitoli kemudian 

diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Tolitoli No 53 Tahun 2016 

tentang kedudukan,susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah 

Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor  132). 

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tolitoli 

Dengan mengacu dan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten 

Tolitoli yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tolitoli Periode Tahun 2016-

2021.Visi Kabupaten Tolitoli yaitu Terwujudnya Tolitoli yang 

Sejahtera,Berkarakter Aktif,Adil dan Religius maka Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli memiliki Visi, Misi sebagai berikut : 

a) Visi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tolitoli 

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli 

adalah “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan 



 
 

26 
 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli”.Adapun Visi tersebut merupakan 

gambaran yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil untuk 5 (lima) tahun kedepan. 

b) Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tolitoli 

Untuk mewujudkan Visi diatas Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil membuat Misi yaitu : 

1. Mewujudkan Update data base kependudukan yang akurat melalui 

pelayanan menggunakan SIAK secara online. 

2. Memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

secara optimal agar setiap penduduk memiliki dokumen 

kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Mewujudkan pendokumentasian dokumen kependudukan secara tertib 

dan terpadu 

4. Mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

dengan stelsel aktif berupa pelayanan keliling ke kecamatan. 

5. Menyediakan data kependudukan yang akurat untuk kepentingan 

pembangunan daerah. 

6. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. 
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4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Terdapat beberapa hubungan dalam suatu organisasi. Semakin besar 

organisasi maka semakin kompleks hubungan tersebut. Hubungan dalam 

organisasi menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang dijalankan, untuk itu 

perlu kiranya dibuat bagan atau struktur yang menggambarkan hubungan-

hubungan yang ada dalam organisasi. Bagan atau struktur organisasi tersebut 

haruslah menggambarkan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan Bupati 

Tolitoli Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan Organisasi  

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tolitoli, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas 

pembantuan . 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang  kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan peleyanan umum dibidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan 

sipil. 
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Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Penyajian Data 

Penilaian Kualitas Pelayanan Publik sangatlah penting dalam proses 

pelayan terhadap masyarakat. Kualitas Pelayanan Publik disni menyangkut 

tentang ramahnya, kesopanan dan kejujuran dalam memberikan suatu informasi 

kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan 

baik. Juga dapat diartikan bahwa Penilaian Kualitas pelayanan publik merupakan 

penggunaan nilai-nilai luhur oleh seorang administrator dalam memberikan 

pelayanan publik. 

Penyajian Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

akan ditelaah menggunkan teori yang dikemukan oleh Hardiyansyah (2011:46-

47) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi untuk mengkaji penelitian ini, 

yaitu :Tangible (berwujud), Reability (kehandalan), Responsiviness 

(ketanggapan), Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati). Apakah Penilaian 

Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memenuhi 

dimensi kualitas pelayanan Tangible (berwujud), Reability (kehandalan), 

Responsiviness (ketanggapan), Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati) ? 

1. Tangible (berwujud) 

Dari informan mengungkapkan mengenai dimensi Tangible atau bewujud 

yang berkaitan paada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tolitoli Yaitu : 
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Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Bapak 

Harsono,Mengatakan Bahwa :  

“Menurut saya, pakaian yang digunakan oleh pegawai disini suda sesuai 

dengan aturan dan kalau dilihat dari segi  ruang lingkup ,sarana dan 

prasarannya suda cukup baik, hanya saja ruanganya kurang luas sehingga pada 

saat full ruangannya terasa sempit ditambah pendingin ruangan/kipas angin 

yang tidak ada sehingga saya merasa kurang nyaman “. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Bapak Basri Badawi,SH Selaku 

Kasi Identitas Penduduk, Mengatakan bahwa : 

“ pegawai disini ada yang honor dan ada yang PNS, sehingga kalau kita lihat 

masi ada pegawai yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan 

(pegawai honor) kemudian masalah kenyamanan,kalau kita lihat kurang 

memuaskan karna tempat pegawai/pemberi layanan masih berbentuk lorong, 

dan sarana dan prasarana belum memadai“. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Ibu Luly Nasrah,S.STP selaku 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,Mengatakan bahwa : 

“Belum sesuai aturan karna masih ada pegawai yang tidak memasang lambang 

dan disini ada namanya pegawai kontrak,kalau sebelumnya ada wacana 

pegawai kontrak menggunakan pakaian hitam putih dan kalau untuk sekarang 

belum ada aturan pegawai kontrak menggunakan pakaian apa kemudian 

masalah kenyamanan,kalau nyaman itu relatif tapi kalau mengikuti standar 

pelayanan belum terlalu nyaman karna sarana dan prasarana belum lengkap“. 
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Terkait hal tersebut, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Sadam S.ag, bahwa: 

“menurut saya sebagai masyarakat saya melihat bahwa pegawai disini suda 

berpakaian sesuai dengan aturan kemudian kalau dari segi kenyamanan saya 

suda cukup nyaman akan tetapi masih banyak fasilitas yang perlu dilengkapi”. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ernawati,S.IP selaku staf 

mengtakan bahwa : 

“ya..pegawai suda berpakaian sesuai dengan aturan kemudian kalau dari 

kenyamanan,saya suda merasa nyaman dengan kondisi kantor saat ini”. 

Berdasarkan hasil kedua wawancara diatas bahwa peneliti menyimpulkan 

dari segi berpakaian sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan. Hanya saja 

ketidak nyamanan dalam bekrja diungkapkan oleh informan bahwa pada saat 

keadaan banyak masyarakat kondisi ruangan panas maka pegawai kurang nyaman 

dalam melangsungkan pekerjaan. 

 

Mengenai ungkapan di atas maka peneliti juga melakukan wawancara dengan 

masyarakat yaitu Ibu Mei mengatakan bahwa : 

“menurut saya,selama saya mengurus berkas disini saya melihat cara 

berpakaian pegawai suda sesuai dengan aturan dan saya merasa nyaman karna 

ketika ada yang saya urus lansung ditangani dan sarana perasarananya suda 

memadai”. 

Informanmengatakan bahwa : 
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“Pegawai disini sudah berpakaian sesuai dengan aturan yang ditentukan,akan 

tetapi  terkadang ada pegawai yang lupa memesang atribut seperti lambang dan 

juga disini ada pegawai honor yang terkadang membuat orang menganggap 

pegawai disini belum berpakaian sesuai dengan aturan, kalau Pegawai Negeri 

Sipilnya suda sesuai dengan aturan dan saya selaku sekertaris sering 

mengingatkan kepada pegawai disini, agar supaya berpakaian sesuai dengan 

aturan dan kalau untuk pegawai honor agar supaya rapih dalam berpakaian, 

kemudian kalau dari segi sarana dan prasarananya yang di sediakan suda cukup 

memadai dan juga lumayan cukup kita melayani masyarakat yang ada contoh 

kecilnya ada komputer yang rusak dan ini masih sementara diusahakan dalam 

memperbaikinya, kalau dari segi kenyamanan masyarakat,saya melihat 

masyarakat suda cukup nyaman dan yang membuat masyarakat tidak nyaman 

itu keadaan tempat yang padat apa lagi kalau masyarakatnya banyak,oleh karna 

itu kita selalu kondisikan bagaimana caranya membuat masyarakat merasa 

nyaman”.  

Peneliti menyimpulkan pada cara berpakaian sudah sesuai dengan aturan 

yang berlaku terkait dengan berpakaian sudah sesuai dengan yang sudah 

ditetapkan. Hanya yang belum terpenuhi ini adalah segi ketidak nyamanan 

pegawai dalam melangsungkan pelayanan yakni merasa tidak nyaman terkai 

dengan pendingin ruangan yang tidak terlalu berfungsi atau kurang dingin. 

Selanjutnya masyarakan jg merasa tidak nyaman karena biasanya jika masyarakat 

terkadang banyak untuk dilayani maka ruangan terasa penuh dan panas. Itu 

berimbas kepada pegawai yang sedang melangsungkan proses pelayanan publik. 
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2. Dimensi Reability (Kehandalan) 

Selanjutnya penulis mewawancarai informan tentang Dimensi Reability 

(Kehandalan) yaitu sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Bapak Harsono, 

Mengatakan Bahwa : 

“iya.. memiliki standar pelayanan yang jelas karna pegawai dalam 

memberikan pelayana kepada penerima layanan suda sesuai dan pegawai 

suda cermat dan teliti dalam melayani “. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Bapak Basri Badawi, SH Selaku 

Kasie Identitas Penduduk,Mengatakan bahwa : 

“Pegawai selalu bekerja sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) 

dalam memberikan pelayan kepada masyarakat dan pelayanan yang diberikan 

selalu teliti karna data yang diberikan oleh masyarakat di verifikasi terlebih 

dahulu “. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Ibu Luly Nasrah,S.STP selaku 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,Mengatakan bahwa : 

“ya..memiliki standar pelayanan yang jelas kemudian dalam melakukan 

pelayanan pasti teliti karna disini pake sistim,persyaratan jadi kalau ada 

persyratan yang tidak sesuai, sistim akan menolak“. 

Terkait hal tersebut,berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Sadam S.ag , bahwa: 
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“ya..memiliki standar pelayanan yang jelas kemudiaan dalam melakukan 

pelayanan pegawainya sangat teliti, karna setiap kita mengajukan berkas 

selalu bertahap tidak lansung ke oprator”. 

Mengenai ungkapan di atas maka peneliti juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat yaitu ibu Mei mengatakan bahwa : 

“.memiliki standar pelayanan yang jelas dan pelayanan yang diberikan selalu 

teliti dan cermat karna dalam pengurusan berkas saja bertahap tidak lansung 

jadi”. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ernawati,S.IP selaku staf 

mengtakan bahwa : 

“ya..memiliki standar pelayanan yang jelas dan pegawainya suda melakukan 

pelayanan dengan teliti dan cermat”. 

Informan mengatakan bahwa: 

“jadi disini memiliki standar pelayanan yang jelas,tinggal bagaimana caranya 

berkomunikasi sehingga masyarakat percaya dengan tindakan dan pelayanan 

pegawai yang ada disini, kemudian kalau dari segi 

ketelitian/kecermatan,pegawai disini suda melakukan tugasnya sebaik 

mungkin karna memang mereka sudah terlatih sebelum mereka bekerja 

diruangan yang suda ditentukan dan mereka suda melakukan orientasi kepada 

yang lebih ahli/berpengalaman, jadi  pegawai disini suda teliti”.  

Dari semua hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat di atur dalam Standar operasional prosedur. Dalam 

melayani masyarakat sudah ditentukan arah dan alur yang harus dipenuhi dan 
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dilalui sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Dinas kependudukan dan 

Pencatatan sipil kabupaten tolitoli.  

3. Dimensi Responsiviness (Respon/Ketanggapan) 

Berikut disajikan hasil wawancara dari informan penelitian terkait dengan 

ketanggapan pegawai terhadap proses kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Bapak 

Harsono,Mengatakan Bahwa :  

“Menurut saya, pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

sudah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan karna apa yang 

mereka informasikan itu selalu benar dan setiap ada masyarakat yang 

memberikan keritikan pasti dilayani sampai masalahnya tuntas“.  

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Bapak Basri Badawi, SH Selaku 

Kasi Identitas Penduduk, Mengatakan bahwa : 

 “Iya. karna kita suda melakukan pelayan langsung kepada masyarakat 

melalui kecamatan dan suda ada 10 kecamatan yang suda dilayani secara 

lansung kemudian pelayanan yang diberikan suda sesuai dengan keperluan 

masyarakat karna setiap ada masyarakat yang memerlukan bantuan, dilayani 

yang ada karna biasanya ada masyarakat minta update, karna ada masalah 

memberikan data sehingga di update yang terbaru“.  

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil sudah melakukan pelayanan secara baik yang terkait dengan 

pertanggu jawaban mengenai informasi yang diberikan kepada masyarakat. 
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Apabiala ada masyarakat yang memerlukan informasi maka pegawai yang 

bertugas memberikan pemahaman terkait dengan informasi yang disampaiakan 

kepada masyarakat. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Ibu Luly Nasrah,S.STP selaku 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Mengatakan bahwa : 

“seperti yang dilihat dan terkadang saya selalu memberikan arahan agar 

memberikan pelayanan sebaik mungkin kemudian pelayanan yang diberikan 

suda sesuai dengan keperluan masyarakat“.  

Terkait hal tersebut,berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Sadam S.ag , bahwa: 

“sikap mereka sangat baik artinya melayani dengan senyuman, bertanya dan 

tidak mempermaikan masyarakat kemudian dalam memberikan pelayanan 

alhamdulilla sudah sesuai dengan keperluan artinya ketika ada masyarakat 

yang bermasalah dengan berkasnya pegawai lansung mengatasi masalah 

tersebut”. 

Dari hasil wawancara diata dapat disimpulkan bahwa dalam setiap proses 

pelayanan yang diberikan selalu dilakukan secara maksimal, karena terkait dengan 

keperluan masyarakat dalam menyelesaikan keperluan yang diinginkan agar 

proses pelayanannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat pada waktu yang sudah 

dintentukan sebelumnya. Agar masyarakat bisa terpenuhi kepeluan yang sesuai. 

Mengenai ungkapan di atas maka peneliti juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat yaitu ibu Mei mengatakan bahwa : 
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“pegawai suda merespon masyarakat dengan baik karna ketika saya 

mengurus berkas, saya lansung ditanya sama pegawai kemudian pelayanan 

yang diberikan suda sesuai dengan keperluan masyarakat”. 

Menurut hasil wawacara dengan masyrakat di atas bahwa dapat 

disimpulkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah terbilang baik, 

dan pada saat masyrakat datang langsung dilayani sesuai dengan keperluan 

masyarakat yang ingin dilayani. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ernawati,S.IP selaku staf 

mengtakan bahwa : 

“dalam memberikan pelayana pegawai selalu merespon masyarakat dan 

memberikan pelayanan sesuai dengan keperluan masyarakat”. 

Informan mengatakan bahwa: 

“Setiap kita melakukan tindakan disini tetap berdasarkan Standar Oprasional 

Prosedur, saya rasa sudah cukup bertanggung jawab, karna setiap pegawai 

memberikan tindakan selalu di informasikan kepada masyarakat agar bisa 

terpercaya. kami juga selalu cepat dalam merespon apa yang menjadi 

keluhan masyarakat, dan itu suda menjadi tanggung jawab kami, dan 

pegawai disini selalu memberikan pemahaman yang jelas ketika ada 

masyarakat yang mengeluh kemudian pegawai disini suda memberikan 

pelayanan sesuai dengan keperluan masyarakat”. 

Kedua Proses wawancara diatas menunjukan bahwa pegawai dalam 

melakukan pelayanan kepada masyakat sudah dilakukan secara baik dan 

berdasarkan atas Standar Operasional Prosedur. Jadi masyarakat tidak lagi 
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terlalu menunggu lama jika berkas sudah diproses tinggal menunggu waktu 

untuk penyelesaian sudah ditentukan sesuai dengan sebrapa banyak keperluan 

yang ingin dilayanai. 

Jadi penulis menyimpulkan bahwa dari sisi respon kepada masyarakat 

sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tolitoli. 

4. Dimensi Jaminan (Assurance)  

Berikut hasil wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di 

Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Bapak 

Harsono,Mengatakan Bahwa :  

“Terkadang dalam peroses pelayanan terkendala misalya kurangnya 

belangko dan hal ini juga sering di informasikan kepada penerima layanan 

dan kalau dilihat dari standar jaminan kepastian biaya dalam 

pelayanan,tidak dipungut biaya ( gratis )“. 

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa dalam proses pelayanan 

kepada  masyarakat tidak dipungut biaya. Kemudian proses pelayanan biasanya 

terkendala dengan kurangnya blangko. Hal ini pelayanan tertunda hingga ada lagi 

blangko baru dilayani kembali masyarakat yang biasanya mengurus Kartu 

Keluarga, akte kelahiran dan sebagainya. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Bapak Basri Badawi,SH Selaku 

Kasie Identitas Penduduk,Mengatakan bahwa : 
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“iya..tetap kita berikan waktu karna kita tergantung dari jaringan dan 

belangko,jadi masalah yang sering kita dapatkan yaitu terkadang tidak 

adanya belangko dan terkadang gangguan jaringan kemudian dalam peroses 

pelayanan tidak dipungut biaya“. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Ibu Luly Nasrah,S.STP selaku 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Mengatakan bahwa : 

“Mengenai jaminan terkait dengan kepastian waktu misalnnya pembuatan 

kartu keluarga, kartu keluarga satu hari bisa jadi kecuali tidak ada gangguan 

jaringan dan kehabisan belangko, terkadang pihak suda meminta pengiriman 

akan tetapi pengirimannya lambat dan sampai sekarang posisi belangko 

untuk ktp juga habis dan belangkonya harus diambil dijakarta, terkadang 

belangko yang dari jakarta tidak begitu banyak dan hal ini diusahakan agar 

belangko setiap waktunnya ada dan masyarakat bisa merasa puas dengan 

pelayan yang diberikan kemudian untuk standar jaminan kepastian biaya 

dalam pelayan tidak dipungut biaya akan tetapi terkadang ada masyarakat 

yang menggunakan calo karna masyarakat tersebut malas pulang balik karna 

jauh, akan tetapi yang jelas tdk dipungut biaya“. 

Kedua hasil Wawancara diatas sama dengan pernyataan kedua informan 

diata. Pelayanan tertunda hanya karena gangguan jaringan dan kehabisan blangko. 

Dan terkadang blangko yang diambil dari Jakarta itu pun tidak dalam jumlah 

banyak. Jadi kendala dalam proses pelayanan biasanya hanya pada kehabisan 

blangko dan gangguan pada jaringan. 
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Terkait hal tersebut,berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Sadam S.ag , bahwa: 

“menurut saya mereka suda melakukan hal-hal yang terbaik artinya ketika 

masyarakat berkasnya belum selesai/belum lengkap masyarakat diberikan 

waktu untuk menyelesaikan berkasnya dan pegawai berusaha agar 

masyarakat bisa menyelesaikan berkasnya dan terkadang juga belangkonya 

habis kemudian dilihat dari segi kepastian biaya setau saya tidak dipungut 

biaya”. 

Mengenai ungkapan di atas maka peneliti juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat yaitu ibu Mei mengatakan bahwa : 

“ya..ada kepastian waktu,akan tetapi terkadang belangko habis dan juga 

sering terjadi gangguan jaringan masalah inilah yang menghambat proses 

pelayanan kemudian kalau dari segi kepastian biaya dalam pelayanan setau 

saya tidak dipungut biaya”. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ernawati,S.IP selaku staf 

mengtakan bahwa : 

“terkait dengan kepastian waktu yang diberikan kepada masyarakat suda 

cukup baik akan tetapi masi ada masalah dalam memberikan pelayanan 

misalnya kurangnya belangko dan gangguan jaringan sehingga membuat 

masyarakat menunggu kemudian pelayanan yang diberikan tidak dipungut 

biaya”. 

Informan kunci 
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“Terkait dengan kepastian waktu,jadi kami disini tidak memberikan waktu 

kepada masyarakat,artinya kapanpun masyarakat ingin dilayanani kami siap 

melayani, asalkan masih ruang lingkup kantor dan jam kerja 

pegawai.Terkadang belangko habis dan ganguan jaringan,hal ini lah yang 

membuat masyarakat menunggu terlalu lama,akan tetapi ketika semua itu 

lengkap/ada,maka pelayanan yang diberikan  tidak lama,bahkan 1 hari bisa 

selesai.kemudian pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya ( gratis ) 

akan tetapi terkadang ada masyarakat yang menggunakan calo artinya 

masyarakat terebut malas untuk mengurus dan rumahnya jauh ,dan hal 

inilah yang membuat masyarakat itu membayar ( uang bensin/uang 

perjalanan) akan tetapi pada intinya dalam proses pelayanan tidak dipungut 

biaya karna ini merupakan program dari pemerintah”. 

Jadi, penulis dapat menyimpulkan dari semua hasil wawancara mengenai 

dimensi jaminan diatas menyatakan bahwa proses pelayanan terkendala terkait 

dengan gangguan jaringan yang seringkali terjadi. Kemudian kehabisan blangko, 

karena jumlah blangko yang diambil dari pusal dalam hal ini dari Jakarta 

diberikan juga dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Sementara kepeluan 

masyarakat untuk memenuhi dalam proses pelayanan. 

5. Dimensi Emphaty ( Empati) 

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat di 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Bapak Harsono, 

Mengatakan Bahwa : 
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“Menurut saya, pegawai/pemberi layanan suda bersikap ramah dan sopan 

terhadap penerima layanan dan pegawai tidak membeda-bedakan dalam 

melayani“. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Bapak Basri Badawi,SH Selaku 

Kasie Identitas Penduduk, Mengatakan bahwa : 

“bisa bilang ramah bisa juga dibilang tidak karna tergantung dari 

masyarakatnya, ada biasa masyarakat yang marah sehingga para pegawai 

tidak bersikap ramah kemudian tidak ada pegawai yang membeda-bedakan 

dalam peroses pelayanan dan tidak ada diskriminasi“. 

Kedua wawancara diatas menunjukan bahwa dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat, pegawai yang melayani tidak membeda-bedakan dalam arti 

bahwa masyarakat diberikan hak yang sama untuk dilayani sesuai dengan 

keperluan. Kemudian pegawai selalu berusaha bersikap ramah kepada 

masyarakat. 

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Ibu Luly Nasrah, S.STP selaku 

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Mengatakan bahwa : 

“sikap pegawai dalam melayani itu ramah dan sopan karna ketika ada 

masyarakat yang memberikan keritikan pegawai lansung memberikan 

pemahaman dan berusaha menjelaskan kepada masyarakat dan tiap 

tahunnya kita turun lansung kekecamatan untuk memberikan pelayanan 

kemudian pelayanan yang diberikan tidak dibedabedakan dan tidak ada 

diskriminasi“. 
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Wawancara di atas menunjukan bahwa pegawai dalam memberikan 

pelayanan selalu berusaha untuk bersikap ramah, sopan, dan santun. Dan 

memberikan pemehaman terkait dengan proses pelayanan yang harus dilalui. 

Terkait hal tersebut, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Sadam S.ag , bahwa: 

“allhamdulillah pegawai disini bersikap ramah karna ketika saya 

mengajukan berkas mereka tidak perna berwajah marah dan setiap yang ada 

mereka terima kemudian dari segi pelayana mereka tidak tebangpilih 

semuanya sama dalam pemberian pelayanan”. 

Mengenai ungkapan di atas maka peneliti juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat yaitu ibu Mei mengatakan bahwa : 

“menurut saya pegawai disini semuanya ramah dan kalau dilihat dari proses 

pelayanan yang diberikan semuanya sama tidak dibeda-bedakan”. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Ernawati,S.IP selaku staf 

mengtakan bahwa : 

“dalam proses pelayanan, pegawai suda bersikap ramah dan sopan santun 

kemudian dalam pelayanan yang diberikan tidak ada pembedaan antara 

masyarakat”. 

Dari hasil wawancara diatas Penulis melihat bahwa pealayanan yang 

diberikan sudah baik dan beretika. Pelayanan dilakukan dengan sifat ramah, sopan 

dan santun kepada masyarakat. 

Informanmengatakan bahwa : 
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“jadi, kami suda memaksimalkan keramahan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, karna kami tau salah satu cara agar proses pelayanan 

bisa maksimal itu dengan keramahan, jadi tidak ada alasan tertentu sehingga 

kita tidak ramah kepada masyarakat dan kami juga memberikan perhatian 

kepada masyarakat, sehingga mereka merasa dihargai atau tidak diabaikan 

karna kadang-kadang ada masyarakat yang belum paham dengan 

kondisi,jadi bagaimana pintar-pintarnya pegawai berkomunikasi secara baik 

dengan masyarakat agar masyarakat itu mudah memahami kondisi yang 

ada.Kemudian pelayanan yang diberikan semua sama artinya diberikan 

pelayanan secara adil”.  

Penulis menyimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan yang berkaitan 

dengan Kualitas pelayanan pada dinas kependudukan pada dimensi empati yang 

berkaitan dengan Pelayanan Publik tidak diskriminasi atau tidak membeda-

bedakan masyarkat sebagai pengguna layanan. Yang menurut hasil wawancara 

bahwa pegawai tidak membeda-bedakan masyrakat hal ini pengguna layanan 

mendapat hak yang sama dalam proses pelayanan. Kemudian pegawai dalam 

memberikan pelayanan selalu bersikap rama, sopan dalam setiap proses melayani 

masyarakat. 

4.2.2 Pembahasan  

1. Dari hasil wawancara diatas makadapat dikatakan bahwa kualitas 

pelayanan publik terkait dengan Tangible(berwujud) pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli adalah kurang 

maksimal, akan tetapi masih ada beberapa fasilitas yang harus 
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ditambahkan ataupun disediakan oleh Dinas Kependudukandan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli yaitu salah satunya Fingerprint 

Absence (Absen Sidik Jari) 

2. Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa kualitas 

pelayanan publik terkait dengan Reability(Kehandalan) pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli sudah baik atau 

sudah maksimal, sebab dalam hal masyarakat, sudah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan dan salah satu tolak ukur yang baik sebagai 

penerima layanan tersebut 

3. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dimensi 

responsiviness(respon/ketanggapan) atau respon pegawai dalam 

memberikan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan pencatatan 

Sipil di Kabupaten Tolitoli sudah baik atau sudah maksimal dengan 

kinerja pegawai yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing 

sehingga tidak adanya kekeliruan yang terjadi dalam proses pelayanan, 

sebab apa yang dikerjakan oleh pegawai itu sudah sesuai dengan 

tupoksinya masing-masing. 

4. Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan umum 

mengenai Assurance(Jaminan) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil di Kabupaten Tolitoli sudah Maksimal dan Masyarakat sudah cukup 

puas dengan kinerja pegawai yang sudah sesuai dengan bidangnya 

masing-masing sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi dalam proses 
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pelayanan, sebab apa yang dikerjakan oleh pegawai sudah dengan 

kemampuannya masing-masing. 

5. Dari hasil wawancara diatas maka dikatakan bahwa pelayanan publik 

terkait denganEmpaty (Empati) atau kepedulian serta kemampuan 

komunikasi pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

dan keinginan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten Toli-Toli sudah baik atau sudah maksimal, masyarakat sangat 

senang pelayanan yang berikan oleh pegawai terutama dengan kepedulian 

dan keramahan pegawai dalam melayani kebutuhan masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang didapatkan di lapangan maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa dimensi kualitas pelayanan 

menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli belum terpenuhi dengan baik, dengan 

mengkaji menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hardiyansyah 

(2011:46-47) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu :Tangible 

(berwujud), Reability (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), 

Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati). Penulis menyimpulkan bahwa dari 

lima dimensi tersebut ada dua dimensi belum terpenuhi yaitu Tangible 

(berwujud), Assurancce (Jaminan). Kemudian tiga dimensi yang lain sudah 

terpenuhi yaitu Reability (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), 

Empaty (Empati).  

5.2 Saran 

Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di 

atas maka penulis menyampaikan saran agar dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten 

Tolitoli, maka perlu untuk memperhatikan kelengkapan peralatan untuk 

menunjang kelangsungan dan kenyamanan dalam dalam proses pelayanan 



 
 

48 
 

kepada masyarakat dan perlu adanya peningkatan pada dimensi kualitas 

pelayanan yang belum terpenuhi. 
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LAMPIRAN 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

Daftar pertanyaan : 

1. Tangible ( berwujud ) 

a. Apakah pegwai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tolitoli berpakaian yang sesuai dengan aturan yang dintukan 

? 

b. Dalam lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tolitoli tercipta kenyamanan dalam bekerja ? 

2. Realbility ( kehandalan ) 

a. Apakah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli 

memiliki standar pelayanan yang jelas untuk menunjang kelangsungan 

pelayanan public ? 

b. Dalam melakukan pelayanan publik, apakah dilakukan dengan 

teliti/cermat ? 

3. Responssiviness ( Daya tanggap ) 

a. Seperti apa sikap pegawai dalam merespon ketika memberikan pelayan 

kepada masyarakat ? 

b. Apakah pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Tolitoli memberikan pelayanan sesuai dengan keperluan  Masyrakat  

4. Assurance ( jaminan ) 

a. Dalam melakukan pelayanan, apakah memiliki jaminan terkait dengan 

kepastian waktu yang diberikan kepada masyrakat ? 



b. Apakah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli 

memiliki standar jaminan kepastian biaya dalam pelayanan public ? 

5. Emphaty ( Empati ) 

a. Apakah dalam proses pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli melayani dengan sikap ramah dan 

sopan santun ? 

b. Apakah dalam proses pelayanan publik, tidak terjadi diskriminasi atau 

membeda-bedakan masyarakat yang membutuhkan pelayan ?  
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